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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam BAB II yang diperoleh 

dari kepustakaan dan keterangan dari narasumber di KODIM 

0734/Diponegoro Yogyakarta, berkaitan dengan implementasi 

pembagian kewenangan ANKUM berjenjang, tidak terlalu 

berpengaruh pada proses pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan yaitu Pasal 20 dan Pasal 21 UUHDM-2014 karena 

dalam lingkup militer mengenal serta menjunjung tinggi asas 

kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab 

terhadap anak buahnya sehingga setiap komandan di kesatuan 

yang bertindak sebagai ANKUM mempunyai wewenang 

memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman 

disiplin militer melalui mekanisme Sidang Hukum Disiplin. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan implementasi 

pembagian kewenangan ANKUM berjenjang berwenang penuh, 

terbatas dan sangat terbatas dalam penjatuhan sanksi bagi 

anggota Militer yang melanggar Hukum Disiplin Militer yaitu 

dengan adanya pembagian kewenangan ANKUM berjenjang 

yang tidak berpengaruh pada pelaksanaannya, maka setiap 

komandan yang menjadi ANKUM harus tetap mempertahankan 

mekanisme dan prosedur dalam penegakan hukum disiplin. 

Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan 

hukuman disiplin terhadap anggotanya yang melakukan 

pelanggaran hukum disiplin. Selain itu, sebaiknya kewenangan 

ANKUM sesuai dengan jenjangnya sebagaimana diatur dalam 

Pasal 20 dan Pasal 21 UUHDM-2014 tetap harus dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan mengingat di dalam institusi militer, 

pembagian kewenangan penjenjangan ANKUM ada korelasinya 

dengan hierarki kepangkatan. 
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